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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the effectiveness of the Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (PKKPR) as a spatial utilization control instrument in the 

development of Taman Bahari Majapahit (TBM) in Mojokerto City, as well as to 

identify the influencing factors. Utilizing a mixed-methods approach with a 

convergent design, this research combines Geographic Information System (GIS) 

spatial analysis to assess land conformity against the Detailed Spatial Plan (RDTR), 

PKKPR document compliance assessment, and semi-structured interviews with 

relevant agencies. The results indicate that the assessment of PKKPR 

implementation has been effective, achieving a 100% technical compliance rate 

across the 13 required instruments. However, spatially, its utilization is not yet 

optimal as only 55% of the area has been realized according to the RDTR 

designation, while the remaining 45% is not yet fully utilized despite having no 

spatial function deviations. Based on Edwards III's implementation theory, this 

effectiveness is supported by a good understanding among space users, synergistic 

inter-agency coordination, and the implementers' awareness of environmental 

conditions through technical adjustments during construction. Conversely, the 

optimization of this spatial control is still hindered by physical construction 

preceding the issuance of the PKKPR document, the absence of formal monitoring, 

and several technical constraints in the field during the construction process. 

Keywords: Effectiveness; PKKPR; Spatial Utilization Control; Policy 

Implementation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar 

dalam meningkatkan perekonomian wilayah serta memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Pengembangan pariwisata membawa 

berbagai dampak positif terhadap suatu wilayah. Dampak tersebut dapat 

dilihat tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan 

lingkungan. Ditinjau dari sisi ekonomi, sejumlah penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan pariwisata memberikan kontribusi nyata terhadap 

peningkatan penghasilan masyarakat dan perkembangan ekonomi wilayah. 

Hal ini dibuktikan melalui penelitian Widodo et al. (2024) yang 

mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Pari, Serdang 

Bedagai, memberikan dampak positif terhadap ekonomi berupa 

peningkatan pendapatan masyarakat melalui penghasilan sektor perhotelan, 

restoran, dan jasa wisata, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM 

berbasis kerajinan lokal, serta bertambahnya penerimaan daerah dari sektor 

pajak dan redistribusi pariwisata. Selain itu, Husna (2022) dalam 

penelitiannya di kawasan Wisata Umbul Siblarak, Kabupaten Klaten juga 

membuktikan bahwa kehadiran wisata tersebut meningkatkan ekonomi 

lokal melalui munculnya peluang usaha baru seperti warung makan, 

penginapan, dan toko cendera mata. Di samping bertambahnya peluang 

usaha, pengembangan pariwisata tersebut juga memperluas lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah 

tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai usaha di sekitar kawasan Wisata 

Umbul Siblarak, yaitu dari jumlah awal 19 orang menjadi 71 orang. 

Dampak positif tersebut juga diperkuat dengan data makro yang 

dipublikasikan dalam sebuah buku serta laporan Kementerian Pariwisata 

Republik Indonesia yang menjadi bukti bahwa pengembangan pariwisata 

merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam buku Tourism 

Satellite Account (TSA) yang ditulis oleh Anisa et al. (2025) dijelaskan 
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mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) nasional pada kurun waktu 2019 hingga 2023.  

 
Gambar 1. 1 Persentase Kontribusi Pariwisata terhadap PDB Nasional 

Sumber: Anisa et al, 2025 

Berdasarkan Gambar 1.1 yang menunjukkan grafik kontribusi sektor 

pariwisata terhadap PDB nasional tersebut dapat dilihat bahwa sektor 

pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran dalam 

mendukung pendapatan nasional. Walaupun kontribusi sektor tersebut 

sempat menurun pada tahun 2020 sebesar 2,23 persen dan tahun 2021 

sebesar 2,30 persen sebagai akibat dari fenomena pandemi COVID-19, 

tetapi kontribusinya mengalami peningkatan kembali menjadi 3,72 persen 

pada tahun 2022 dan 4,67 persen pada tahun 2023. Selaras dengan hal 

tersebut, berdasarkan situs berita Kementerian Pariwisata Republik 

Indonesia (2025), dijelaskan bahwa sektor pariwisata berkontribusi sebesar 

3,9 persen terhadap PDB pada kuartal I tahun 2025 untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, maka ditegaskan bahwa sektor 

pariwisata berpotensi menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

pengelolaannya perlu dilakukan dengan memanfaatkan ruang sesuai 

perencanaan, mengingat kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan aspek 

penting dalam kegiatan pembangunan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 
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Ruang. Melalui penataan ruang yang tepat maka penggunaan ruang dapat 

dioptimalkan sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Mungkasa, 2016). 

Selain sisi ekonomi, pengembangan pariwisata juga memberikan 

berbagai manfaat sosial bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian dari 

Pynanjung (2018), kegiatan ekowisata Riam Pagar di Kabupaten 

Bengkayang memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial 

masyarakat di daerah tujuan wisata, salah satunya mendorong kerja sama 

antarwarga dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok seni, dan kelompok 

pengelola kawasan. Selain itu, dampak positif sosial lainnya juga tercermin 

melalui penelitian Sukur & Sanjiwani (2023) di Desa Wisata Coal 

Manggarai Barat yang menunjukkan bahwa pariwisata meningkatkan 

mobilitas sosial, membuka peluang usaha baru berbasis komunitas, serta 

memperkuat solidaritas sosial masyarakat.  

Pengembangan pariwisata yang direncanakan dan dikelola dengan 

baik tidak hanya memberikan manfaat dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi 

juga dapat berdampak baik pada lingkungan. Ditinjau dari sisi lingkungan, 

penelitian yang dilakukan oleh Fasa et al. (2023) menunjukkan bahwa 

pengembangan pariwisata dapat mencapai transformasi pariwisata yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan melibatkan proses perencanaan 

berbasis daya dukung lingkungan dan menjaga pembangunan agar tetap 

lestari. Meskipun pariwisata membawa dampak positif terhadap lingkungan, 

tetapi dalam pembangunannya juga dapat berpotensi menimbulkan tekanan 

terhadap lingkungan apabila aspek ruang dan lingkungan diabaikan 

sehingga pembangunan memicu ketidakseimbangan fungsi wilayah, 

kerusakan lingkungan, dan penurunan nilai manfaat pembangunan sehingga 

menghambat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi mengancam 

kesejahteraan masyarakat. Pramudiasari (2024) dalam penelitiannya di Bali 

menyatakan bahwa ekspansi pariwisata dalam hal ini pembangunan vila di 

Bali yang tidak teratur akan menyebabkan penyusutan ruang hijau dan 

menimbulkan tekanan sosial melalui melemahnya kondisi masyarakat lokal. 
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Selain itu, Winanti & Sari (2025) juga menyatakan bahwa aktivitas Pulau 

Pari yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kepulauan Seribu, Daerah 

Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menghadapi permasalahan lingkungan 

berupa banyaknya sampah dan kualitas air yang keruh karena belum 

optimalnya pengelolaan lingkungan yang terencana di kawasan wisata 

tersebut. 

Dalam hal mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari 

pembangunan pariwisata, maka diperlukan instrumen administratif 

pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif. Pengendalian pemanfaatan 

ruang di Indonesia diwujudkan melalui instrumen administratif perizinan 

yang jelas dan terukur yang salah satunya berupa Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa PKKPR merupakan 

suatu dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan 

pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR. Sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang. PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan bahwa 

rencana kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang (RTR) yang berlaku selain RDTR. Pada pelaksanaannya, tentu 

diperlukan penilaian kepatuhan pelaksanaan PKKPR sesuai dengan 

Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-MR.02.03/V/2025 tentang Penilaian 

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian 

Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Melalui penilaian pada 

petunjuk teknis tersebut, pemerintah menilai apakah lokasi, peruntukan 

ruang, serta rencana kegiatan yang diajukan sudah sejalan dengan kebijakan 

penataan ruang dan kondisi fisik wilayah, termasuk kemampuan lahan 

dalam mendukung kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan 

pada suatu pemanfaatan ruang di kemudian hari. 

Selain menilai kesesuaian tata ruang, berdasarkan Pasal 127 ayat (7) 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan 

Ruang juga disebutkan bahwa PKKPR mempertimbangkan potensi dampak 
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lingkungan yang mungkin timbul dari suatu rencana kegiatan. Dengan kata 

lain bahwa PKKPR juga memerlukan persetujuan lingkungan berupa 

keputusan kelayakan lingkungan hidup yang menjadi suatu persyaratan 

dalam penerbitan perizinan berusaha dan telah mendapatkan persetujuan 

dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut diatur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan ini 

menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang tidak hanya harus sesuai 

secara tata ruang, tetapi juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan 

di sekitarnya. Oleh karena itu, sebelum suatu kegiatan memperoleh 

perizinan, perlu dipastikan bahwa rencana tersebut telah dikaji dari sisi 

dampaknya terhadap lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang 

dilakukan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan 

meminimalkan risiko kerusakan seperti banjir, pencemaran, maupun 

gangguan ekosistem. Dengan demikian, PKKPR berfungsi sebagai alat 

pengendalian yang menyeimbangkan antara pemanfaatan ruang untuk 

pembangunan dan perlindungan lingkungan. 

Dalam konteks pembangunan daerah, Kota Mojokerto memiliki 

potensi besar untuk dikembangkan sektor pariwisata. Hal tersebut 

ditunjukkan dalam Peta Potensi Investasi Kota Mojokerto bahwa sektor 

pariwisata menjadi sektor unggulan bersama dengan sektor lainnya yaitu 

perdagangan, jasa, dan industri (Pemerintah Kota Mojokerto, 2021). Hal ini 

juga tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota 

Mojokerto Tahun 2024–2046 yang menempatkan kawasan pariwisata 

sebagai bagian dari kawasan budidaya dapat menjadi potensi 

pengembangan wilayah (Pemerintah Kota Mojokerto, 2023a). Selain itu, 

Pasal 44 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023–

2043 menegaskan bahwa perwujudan kawasan budidaya salah satunya 

mencakup kawasan pariwisata diimplementasikan melalui pengembangan 

wisata Taman Bahari Majapahit (TBM). Sejalan dengan hal tersebut, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
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Mojokerto Tahun 2018–2023 dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2025 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mojokerto 

Tahun 2025–2044 menempatkan TBM sebagai pengembangan wisata 

bahari di Kota Mojokerto.  

Sebagai proyek pengembangan wisata bahari, Wali Kota Mojokerto 

menyampaikan bahwa TBM dirancang sebagai kawasan wisata yang 

dilengkapi berbagai fasilitas seperti kapal susur sungai untuk mengantarkan 

wisatawan menyusuri Sungai Ngotok, agrowisata petik jeruk dan tanaman 

lain, serta tempat pertunjukan seni budaya dan ruang bagi UMKM untuk 

meningkatkan pendapatan (Setiawan, 2023). Pemerintah Kota Mojokerto 

optimis bahwa TBM dapat menarik perhatian wisatawan dan investor, serta 

mampu meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat (Redaksi Mojokerto, 

2023). Adanya aktivitas wisata tersebut juga berpotensi membuka peluang 

usaha lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Febriansyah & Nuraini (2022) 

di wisata Taman Ghanjaran Kabupaten Mojokerto yang menunjukkan 

bahwa ketika suatu kawasan dikembangkan menjadi destinasi wisata yang 

melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi, maka terjadi 

peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, 

dihasilkan peningkatan pendapatan dari rata-rata Rp2.161.923,08 menjadi 

Rp6.183.076,92 per bulan setelah kegiatan wisata berkembang. Pada 

konteks ini, TBM juga direncanakan seperti pada penelitian tersebut dengan 

menciptakan wisata yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat. 

Namun, meskipun sektor pariwisata memberikan manfaat ekonomi, 

pembangunannya tetap harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang 

(RTR). Oleh karena itu, pengembangan wisata TBM perlu mengedepankan 

prinsip penataan ruang sesuai ketentuan yang memperhatikan fungsi 

perlindungan dan daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan maupun gangguan terhadap tatanan sosial 

masyarakat.  

Wisata TBM pada dasarnya telah selesai dilaksanakan pembangunan. 

Namun, wisata tersebut menghadapi sejumlah permasalahan yang berkaitan 

dengan pemanfaatan ruang dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari sejumlah kondisi yang terjadi di lokasi 

pembangunan TBM pada beberapa tahun terakhir ini. Sebagai contoh banjir 

yang terjadi pada tahun 2024 dan tahun 2025. Menurut Nugroho (2025a) 

dalam Radar Mojokerto, aliran sungai yang melintasi kawasan TBM di 

dekat bangunan kapal pujasera tampak dipenuhi dengan tanaman liar dan 

alirannya tidak bergerak sehingga berpotensi menimbulkan banjir. 

Fenomena tersebut selaras dengan beberapa pemberitaan sepanjang tahun 

2025 mengenai banjir yang terjadi di kawasan TBM. Pemberitaan Nugroho 

(2025b) menyebutkan bahwa kawasan TBM masih tetap banjir setiap hujan 

deras karena sistem drainase yang dinilai tidak efektif pada area taman 

terbuka kawasan TBM yang tergenang air setelah terjadi hujan deras pada 

Mei 2025. Kondisi serupa terjadi pada November 2025, ketika banjir di 

kawasan TBM menggenangi hampir seluruh area taman dengan ketinggian 

mencapai mata kaki orang dewasa (Kurniawan, 2025). Pemberitaan tersebut 

juga diperkuat oleh adanya informasi yang menunjukkan papan peringatan 

rawan bencana yang terpasang di kawasan TBM. 

 
Gambar 1. 2 Papan Peringatan KRB III Kawasan TBM 

Sumber: Vadetya, 2025 

Papan peringatan pada Gambar 1.2 di atas menunjukkan kawasan 

TBM sebagai Kawasan Rawan Bencana III (KRB III) yang potensial 

terhadap rawan banjir atau zona merah banjir (Vadetya, 2025). Kondisi 
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tersebut menunjukkan bahwa rencana pemanfaatan ruang di kawasan TBM 

memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek lingkungan dan karakteristik 

fisik wilayah sehingga memerlukan instrumen perizinan yang mampu 

menilai kelayakan kegiatan secara komprehensif. Dalam konteks ini 

PKKPR merupakan instrumen administratif dalam sistem perizinan 

berusaha sebagai dasar penilaian kelayakan suatu rencana usaha atau 

kegiatan pembangunan secara aktual terhadap PKKPR. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul di lokasi pembangunan 

TBM  tersebut, terdapat indikasi belum terpenuhinya pelaksanaan PKKPR 

sebagai izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewajiban dari pembangunan 

TBM sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan berupa banjir. 

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang berupa masih adanya tanaman liar yang 

terdapat pada sebagian area kawasan TBM sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya oleh Nugroho (2025a) dalam berita Radar Mojokerto, serta 

kawasan yang termasuk rawan banjir menunjukkan bahwa pembangunan 

kawasan ini berpotensi tidak memenuhi ketentuan penataan ruang maupun 

persyaratan lingkungan yang berlaku. Kondisi ini menekankan pentingnya 

kajian ilmiah yang tidak hanya meninjau kesesuaian spasial pemanfaatan 

ruang, tetapi juga menganalisis tingkat kepatuhan pelaksanaan PKKPR 

terhadap pembangunan TBM. Dengan demikian, penelitian berjudul 

“Efektivitas PKKPR sebagai Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

(Analisis Pelaksanaan di Taman Bahari Majapahit Kota Mojokerto)” 

dilakukan sebagai upaya memberikan dasar pertimbangan pengambilan 

kebijakan terhadap tata kelola pemanfaatan ruang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh suatu rumusan 

permasalahan yang diajukan melalui pertanyaan yang akan dibahas dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana efektivitas penilaian pelaksanaan PKKPR sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam 

pembangunan Taman Bahari Majapahit? 
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2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas 

penilaian pelaksanaan PKKPR? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisis efektivitas penilaian pelaksanaan PKKPR sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan 

Taman Bahari Majapahit. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas 

penilaian pelaksanaan PKKPR. 

2. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis 

dan praktis sebagai berikut. 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

bagi pengembangan kajian pertanahan dan penataan ruang, terutama 

terkait efektivitas peran PKKPR dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi akademik bagi 

studi selanjutnya mengenai integrasi kesesuaian antara dokumen 

PKKPR dalam pembangunan kawasan wisata. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah daerah dan kantor pertanahan dalam meningkatkan 

efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya pada 

pembangunan TBM. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai 

dasar evaluasi perizinan dan perencanaan pembangunan serta 

sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi pengendalian 

pemanfaatan ruang yang lebih tepat dan berkelanjutan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas PKKPR sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada pembangunan TBM di 

Kota Mojokerto, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Efektivitas penilaian pelaksanaan PKKPR sebagai instrumen 

pengendalian pemanfaatan ruang dalam pembangunan TBM 

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan PKKPR, PKKPR 

sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam 

pembangunan TBM telah berjalan efektif, tetapi pelaksanaannya 

belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa sebesar 55% pemanfaatan ruang telah sesuai 

dengan pola ruang RDTR Kota Mojokerto, sedangkan 45% area 

belum termanfaatkan secara optimal meskipun masih berada dalam 

fungsi kawasan pariwisata sesuai rencana tata ruang. Selain itu, hasil 

penilaian kepatuhan menunjukkan bahwa seluruh ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam dokumen PKKPR telah dipenuhi. Meskipun 

demikian, efektivitas penilaian pelaksanaan PKKPR belum optimal 

karena pembangunan telah dimulai sebelum PKKPR diterbitkan dan 

pengawasan formal terhadap pelaksanaan PKKPR belum 

dilaksanakan. 

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penilaian Pelaksanaan 

PKKPR 

Efektivitas penilaian pelaksanaan PKKPR dipengaruhi oleh 

faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri 

atas pemahaman pengguna ruang terhadap substansi PKKPR yang 

baik, koordinasi antarinstansi yang berjalan dengan baik dalam 

proses penerbitan dan pelaksanaan PKKPR, serta kesadaran 

pelaksana terhadap kondisi lingkungan yang diwujudkan melalui 

berbagai penyesuaian teknis selama pembangunan. Sementara itu, 
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faktor yang menghambat efektivitas PKKPR meliputi pelaksanaan 

pembangunan yang dimulai sebelum PKKPR diterbitkan, belum 

dilaksanakannya pengawasan formal terhadap pelaksanaan PKKPR, 

serta adanya kendala teknis di lapangan yang memerlukan 

penyesuaian selama proses pembangunan. Meskipun terdapat faktor 

penghambat tersebut, seluruhnya tidak menyebabkan penyimpangan 

fungsi ruang, tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian 

pemanfaatan ruang masih perlu diperkuat, terutama melalui 

penerapan prosedur perizinan yang tertib dan pelaksanaan 

pengawasan secara berkelanjutan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah Kota Mojokerto dan Instansi Terkait 

Pemerintah Kota Mojokerto beserta instansi yang terlibat 

dalam pelaksanaan PKKPR, seperti Dinas PUPR Kota Mojokerto, 

Disporapar Kota Mojokerto, dan Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, 

perlu memperkuat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 

melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap 

pelaksanaan PKKPR. Selain itu, koordinasi antarinstansi serta 

pemahaman terhadap substansi PKKPR perlu terus dipertahankan 

dan ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai 

dengan ketentuan tata ruang dan dokumen PKKPR yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang, proses 

pengajuan dan penerbitan PKKPR juga perlu dilakukan sebelum 

kegiatan pembangunan dimulai sehingga fungsi PKKPR sebagai 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan secara 

optimal sejak tahap perencanaan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas PKKPR 

pada objek atau kawasan yang berbeda dengan mempertimbangkan 
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pelaksanaan pengawasan pasca penerbitan PKKPR serta 

perkembangan pemanfaatan ruang dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

analisis dengan membandingkan beberapa lokasi yang telah 

memperoleh PKKPR sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

PKKPR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. 
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